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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 19 TAHUN 2014

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi, dan dalam rangka memberikan
acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Pelayaran
Surabaya, perlu membentuk Statuta Politeknik
Pelayaran Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5007);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012
tentang Sumber Daya Manusia di Bidang
Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

14. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang
Ratifikasi STCW 1978, sebagaimana telah diubah
dengan Amandemen Tahun 1995;

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 25);

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi;

18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang
Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Di
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Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga
Lain Di Luar Negeri;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52
Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64
Tahun 2009;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Pusat Pemerintah Non
Kementerian;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43
Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan,
Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta
Perguruan Tinggi;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada
Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 68 Tahun 2013;

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.23
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan
Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Pelayaran Surabaya;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA.

BAB I

MUKADIMAH

Pasal 1

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang
luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri,
bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan, artinya Indonesia adalah laut
yang di atasnya terdapat pulau-pulau dan akhirnya membentuk suatu
Negara, sehingga Pelayaran memegang peranan yang sangat penting bagi
dunia perdagangan pada umumnya khususnya perdagangan
internasional. Sebagai Negara maritim, Pelayaran Niaga memegang
peranan yang sangat penting dan vital dalam mendukung kelancaran
angkutan serta hampir seluruh Pelayaran berfungsi melaksanakan
pengangkutan penumpang dan/atau distribusi barang, oleh karena itu
peranan Pelayaran harus didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, kompetensi dan profesional sehingga peranan lembaga
pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting dan strategis.

Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Vokasi di bidang Pelayaran
diarahkan untuk menghasilkan lulusan sumber daya manusia yang
profesional dan handal di bidang pelayaran, memenuhi standar nasional
dan internasional serta mampu bersaing dalam pasar global. Oleh karena
itu kepada peserta didik dibekali kemampuan, keahlian, dan disiplin
sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Menyadari betapa besar amanat yang diemban dalam melaksanakan
pendidikan, maka perlu disusun Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya
yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah Statuta ini yang
dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Politeknik
Pelayaran Surabaya.


